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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pasal 7 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

penguasaan tanah bersertfikat yang masuk dalam kawasan hutan 

yang sering kali terjadi di wilaya Indonesia Tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum terhadap 

Sertifikat Hak Tanah yang sebagiannya masuk dalam Kawasan 

Hutan dan bentuk penyelesaian konflik dari masalah yang di 

hadapi. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan analisa penulis 

menyimpulkan Serifikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat 

sebagai tanda bukti hak milik telah di jelaskan dalam pasal 19 ayat 

(2) huruf c UUPA yaitu “sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, 

yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat di 

anggap benar sepanjang tidak di buktikan sebaliknya oleh alat bukti 

yang lain”. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 

tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dia anut adalah 

sistem publikasi negatif yaitu sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan 

data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan 

hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar 

sepanjang tidak ada alat bukti yang lain. Dari penjelasan tersebut 

dengan merujuk padal pasal 7 peraturan presiden No. 88 tahun 

2017 maka badan pertanahan nasional berkewajiban mengeluarkan 

bidang tanah yang masuk dalam kawasan hutan melalui perubahan 

batas kawasan hutan itu merupakan bentuk dari penyelesaian 

masalah yang dihadapi , dengan itu kepastian hukum mengenai 

sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan tingkat penyelesaiannya 

menjadi sah secara hukum  

Kata Kunci: Sertifikat tanah; Kawasan Hutan; Perpres No 88 

tahun 2017 
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ABSTRACT 

This research was conducted to analyze Article 7 of the 

Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 88 of 

2017 concerning ownership of certified land that is included in 

forest areas which often occurs in Indonesian territory. and forms 

of conflict resolution of the problems faced. The method of this 

research is normative legal research, using statutory and 

conceptual approaches. Based on the analysis, the authors 

conclude that certificates have a legal position as a strong means 

of proof, as the nature of proof of certificates as proof of property 

rights has been explained in Article 19 paragraph (2) letter c of the 

BAL, namely "certificates as strong evidence, namely physical data 

and juridical data what is contained in the certificate is considered 

correct as long as it is not proven otherwise by other evidence. 

Based on the provisions of Article 32 paragraph (1) PP No. 24 of 

1997 the publication system for land registration that he adheres 

to is a negative publication system, namely a certificate is a proof 

of absolute rights. This means that the physical data and juridical 

data contained in the certificate have legal force and must be 

accepted as true information as long as there is no other evidence. 

From this explanation, referring to article 7 of Presidential 

Regulation No. 88 of 2017, the national land agency is obliged to 

issue land parcels that are included in forest areas through changes 

to forest area boundaries, with that legal certainty regarding 

certificates of ownership of these lands to become official and 

legally valid certificates 

Keywords: Land certificate; Forest; Presidential Regulation No. 

88 of 2017 
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